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BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 20, TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM

Menimbang :

Mengingat

DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan
kualitas pelhyanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten | Sumbawa, perlu dilakukan perubahan

terhadap rincian tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sumbawa ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumbawa ;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengar- T'ndanog..
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran

-‘%/ M LNegara Republik Indonesia Nomor 4548 ];*



10.

11;

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 530 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 (Lembaran Daerah

L}‘{ahun 2011 Nomor 7, Tambahrn Lembaran Daerah

abupaten Sumbawa Nomor 579) ;



Meneta

MEMUTUSKAN :

pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor
30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

c Rincian tugas Seksi Pelayanan Medis adalah sebagai berikut :

a.
b.

menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;

menyusun rencana tata laksana, pengawasan serta hasil pelayanan
medis;

menyusun rencana kebutuhan dan operasional ambulan;

d. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

medis;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan
medis; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

c 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh secorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan;

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemenuhan penunjang kebutuhan pelayanan medis;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Penunjang Medis mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang medis;

b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
penunjang medis;

c. penyelenggaraan penunjang medis; dan

A{ M L,d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penunjang medis. P

—



3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15
Rincian tugas Seksi Penunjang Medis adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana Kkerja Seksi Penunjang Medis;

b. menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan obat dan alat kesehatan
habis pakai;

c. menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan alat kesehatan medis;

d. monitoring dan pengujian terhadap kelayakan penggunaan alat kesehatan
habis pakai dan alat kesehatan medis;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medis; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ‘setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal £ NOP 2013

Ap/ BUPATI BAWA,](

Y% —
N L/JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

IDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR



